
SALINAN 

 
   

BUPATI SOPPENG 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

  
PERATURAN BUPATI SOPPENG 
NOMOR : 57 TAHUN 2022     
  

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 101 TAHUN 2019 

TENTANG STANDAR  PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA 
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA 

KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SOPPENG  
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
  

BUPATI SOPPENG, 
  
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian urusan yang menjadi 

kewenangan dalam percepatan pelayanan perizinan 

berusaha berbasis risiko dan non berusaha maka, untuk 

penyesuaian regulasi dan ketentuan yang diatur dalam 

produk Hukum Daerah, perlu dilakukan perbaikan dan 

peninjauan kembali. 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 

101 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Soppeng; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 

6757);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6618); 

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1956); 

9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 

Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271); 

 

 



10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 272); 

11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 

Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng 

Tahun 2019 Nomor 71); 

12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 101 Tahun 2019 tentang 

Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng (Berita 

Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 101); 

13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2021 tentang 

Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng (Berita Daerah 

Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 33); 

 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 101 TAHUN 2019 
TENTANG STANDAR  PELAYANAN PERIZINAN DAN NON 
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
KABUPATEN SOPPENG. 

  

‘ 
Pasal I 

  

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 

101 Tahun 2019  tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng 

(Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 101) 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 



Pasal 5 

 Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada 

DPMPTSP-NAKERTRANS terdiri atas: 

A. Perizinan Berusaha Sektor meliputi: 

1. perikanan; 

2. pertanian; 

3. lingkungan hidup  dan kehutanan; 

4. energi dan sumber daya mineral; 

5. perindustrian; 

6. perdagangan, koperasi dan ukm; 

7. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 

8. perhubungan dan transportasi; 

9. kesehatan, obat dan makanan; 

10. pendidikan dan kebudayaan; 

11. pariwisata; 

12. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem serta 

transaksi elektronik; dan 

13. ketenagakerjaan; 

B. Perizinan Non Berusaha meliputi: 

1. izin tenaga kesehatan; 

2. izin penelitian; 

3. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan 

4. pendaftaran AK 1;  

2.  Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 6 

 

Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 

Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

  



Pasal II 
 

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng. 

 

Ditetapkan di Watansoppeng 

pada tanggal 2 November 2022 

BUPATI SOPPENG 

 

tdd 

 

A. KASWADI RAZAK  

     

Diundangkan di Watansoppeng 

pada tanggal  2 November 2022 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG, 
 

ttd 

  

A. TENRI SESSU, 

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 57 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 MUS MUSRIADI, SH.MM 

 
 
 
 
 


